
 

 

 
 
 

WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

 
 

TENTANG 
PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN  

DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KOTA BANJAR  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALI KOTA BANJAR, 
Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi Penyediaan dan/atau 

Penyedotan Kakus telah diatur dalam Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus, menyatakan Tarif Retribusi 
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian dan perubahan tarif Retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Wali Kota;  

c. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian di wilayah Kota Banjar, perlu 
adanya Perubahan Tarif Besaran Tarif retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Besaran Tarif 
Retribusi Penyediaan  dan/atau Penyedotan Kakus di Kota 
Banjar;  

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6622): 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran 
Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota 

Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha 
di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 
Nomor 14); 

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4); 
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12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50); 

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjar Nomor 53); 
 
 

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN BESARAN 

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN 
KAKUS DI KOTA BANJAR. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Kota Banjar. 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Penyedotan Kakus adalah proses pekerjaan pengambilan 
tinja manusia dari penampungan tinja ke dalam 
kendaraan tinja yang selanjutnya diangkut ke Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota Banjar. 

5. Retribusi Penyedotan dan/atau Penyedotan Kakus adalah 
Retribusi atas penyelenggaraan proses pekerjaan 
pengambilan tinja manusia dari penampungan tinja ke 
dalam kendaraan tinja yang selanjutnya diangkut ke 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota Banjar. 
6. Tinja adalah produk limbah akhir yang dihasilkan oleh 

sistem pencernaan, dibuang dari usus besar melalui anus 
saat defekasi atau buang air besar (BAB). 

7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP  

 
Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang 
perubahan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus.  
 

BAB III 
OBJEK RETRIBUSI    

 
Pasal 3 

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus  
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota yaitu Jasa 
Pelayanan Sedot Tinja. 

 
BAB IV 

PERUBAHAN BESARAN TARIF   
 

Pasal 4 
Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus, diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 

NO 
OBJEK 

PELAYANAN 
KLASIFIKASI TARIF (Rp) 

1. Pelayanan 
Sedot Tinja  

a. Komersial :  
- Industri  
- Hotel/Penginapan  
- Perkantoran swasta  
- Pertokoan  
- Pasar  
- Rumah Sakit Swasta  
- Asrama Swasta  

350.000,-/m3 

b. Non Komersial :  
- Rumah Tinggal  

200.000,-/m3 

c. Sosial :  
- Rumah Ibadah  
- Gedung Sekolah  

- Panti Asuhan  
- Asrama Sekolah  

150.000,-/m3 

 
BAB V 

SARANA PUNGUTAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 
Retribusi dipungut dengan menggunakan sarana pungutan 
berupa karcis yang telah diperporasi atau SKRD. 
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BAB VI 
PENYETORAN HASIL PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Pasal 6 

(1) Bendahara Penerimaan Retribusi wajib menyetorkan 
Retribusi hasil penerimaan kepada Rekening Kas Umum 
Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) 
jam sejak uang Retribusi diterima. 

(2) Dalam hal penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Bendahara Penerimaan 
menyetorkan Retribusi pada hari kerja berikutnya. 

 
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 
 
 

Ditetapkan di Banjar 
pada tanggal 6 Januari 2023  
WALI KOTA BANJAR, 
 

ttd 
 
ADE UU SUKAESIH 
 

 
 

Diundangkan di Banjar 
pada tanggal 6 Januari 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 
 

ttd 

 
ADE SETIANA 

 
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 3 

 
 


